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ABSTRAK 

Nabiel Rizkia Zalzabila Muis, E061181514 “Dampak Penerapan Rezim 

Internasional UNCLOS Terhadap Penanganan IUU Fishing di Laut Natuna” di 

bawah bimbingan Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si selaku dosen Pembimbing I 

dan Aswin Baharuddin, S.IP, MA selaku pembimbing II Departemen Ilmu 

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Hasanuddin. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Rezim Internasional 

UNCLOS terhadap penanganan IUU Fishing di Laut Natuna serta dampak 

penerapan Rezim Internasional UNCLOS terhadap penanganan IUU Fishing di 

Laut Natuna. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 

Teknik pengumpulan data yaitu Library Research. Jenis data menggunakan data 

sekunder yang diperoleh penulis melalui buku, jurnal, dokumen, artikel, surat 

kabar, maupun dari media elektronik seperti internet. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Rezim Internasional UNCLOS 

terhadap penanganan IUU Fishing di Laut Natuna adalah hadirnya UU yang 

menangani aktivitas IUU Fishing yaitu UU No.17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan 

UNCLOS 1982, UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dan UU No. 5 Tahun 

1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang melahirkan 

kebijakan penenggelaman kapal di wilayah ZEEI, melakukan kerjasama bilateral 

pemberantasan IUU Fishing dalam Regional Plan of Action (RPOA), Implementasi 

MCS, pemberlakuan sistem pemantauan kapal-kapal ikan (VMS), Ratifikasi Port 

State Measures (PSM), serta penyelesaian sengketa di Natuna dalam ruang lingkup 

internasional serta Pemantauan Modus Operandi IUU Fishing di wilayah ZEEI. 

Adapun dampak penerapan Rezim Internasional UNCLOS terhadap penanganan 

IUU Fishing di Laut Natuna belum berjalan optimal atau kurang efektif sehingga 

masih terdapat 280 unit kapal ikan illegal dari kurun waktu bulan mei hingga bulan 

desember 2016 di Laut Natuna. 

 

Keywords: Laut Natuna, Illegal Fishing, UNCLOS 
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ABSTRACT 

Nabiel Rizkia Zalzabila Muis, E061181514 "The Impact of the Implementation 

of the UNCLOS International Regime on the Handling of IUU Fishing in the 

Natuna Sea" under the guidance of Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si as supervisor 

I and Aswin Baharuddin, S.IP, MA as supervisor II of the Department of 

International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin 

University. 

This study aims to determine the application of the UNCLOS International Regime 

to the handling of IUU Fishing in the Natuna Sea and the impact of the application 

of the UNCLOS International Regime on the handling of IUU Fishing in the Natuna 

Sea. The research method used is a qualitative method with a data collection 

technique, namely Library Research. This type of data uses secondary data obtained 

by the author through books, journals, documents, articles, newspapers, and from 

electronic media such as the internet. 

The results of this study show that the application of the UNCLOS International 

Regime to the handling of IUU Fishing in the Natuna Sea is the presence of a law 

that handles IUU Fishing activities, namely Law No.17 of 1985 concerning 

ratification of UNCLOS 1982, Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries, and Law 

No. 5 of 1983 concerning Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) which gave 

birth to a policy of sinking ships in the EEZ area, conducting bilateral cooperation 

on the eradication of IUU Fishing in the Regional Plan of Action (RPOA), 

Implementation of MCS, implementation of a monitoring system for fishing vessels 

(VMS), Ratification of Port State Measures (PSM), as well as dispute resolution in 

Natuna in the international scope and Monitoring the Modus Operandi of IUU 

Fishing in the EEZ area. 

The impact of the implementation of the UNCLOS International Regime on the 

handling of IUU Fishing in the Natuna Sea has not been running optimally or is less 

effective so that there are still 280 units of illegal fishing vessels from may to 

December 2016 in the Natuna Sea. 

 

Keywords: Natuna Sea, Illegal Fishing, UNCLOS 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  IUU Fishing merupakan sebuah fenomena internasional yang telah 

lumrah terjadi. Maraknya IUU Fishing membuat beberapa negara berupaya 

untuk membuat suatu institusi yang bertanggungjawab terhadap 

penanganan fenomena praktek tersebut. Dari beberapa negara yang 

mengalami IUU Fishing, salah satu negara yang mengalami praktik IUU 

Fishing tersebut adalah Indonesia.  

  Indonesia mempunyai wilayah yang luas dan sebagian besar 

didominasi oleh lautan. Namun dengan kelebihan yang dimiliki oleh 

Indonesia, sebagai negara yang bertanggungjawab terhadap kelebihannya 

tersebut perlu untuk melakukan berbagai upaya untuk menjaga aset dari 

kelebihannya tersebut. Wilayah Indonesia yang luas dengan potensi laut dan 

perikanan yang melimpah bisa menjadi ancaman jika negara tidak mampu 

untuk menjaga dan mengeksploitasinya secara maksimal. Berbagai macam 

tindak kriminal baik itu nasional maupun internasional dapat terjadi 

didalamnya, salah satunya adalah pencurian ikan atau Illegal, Unreported 

and Unregulated (IUU) Fishing atau yang dikenal dengan illegal fishing. 

  Dengan luas wilayah yang dimiliki Indonesia, terdapat beberapa titik 

di wilayah perairan Indonesia yang rawan praktik pencurian ikan atau illegal 

fishing.  Wilayah yang paling rawan adalah Laut Arafura (Papua) di Timur 

perairan 
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Indonesia, Laut Utara Sulawesi, Barat Natuna (Kepulauan Riau) dan laut 

segitiga emas antara Thailand, Indonesia dan Malaysia, dengan aktifitas 

pencurian ikan oleh kapal antara lain pelaku berasal dari Filipina, Thailand, 

Vietnam, sebagian China dan Jepang, Malaysia dan Singapura 

(http://www.detik.com).  

  Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan 

dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

melakukan kajian tentang kerugian negara akibat tindak kejahatan IUU 

Fishing, setiap tahunnya diperkirakan Indonesia mengalami kerugian 

sebesar Rp. 101.040 triliun/tahun. IUU Fishing tidak hanya membuat 

Indonesia mengalami kerugian dalam bentuk pemasukan negara 

tetapi juga kerugian ekonomis, kerugian ekologis, dan kerugian sosial. 

  IUU Fishing sendiri merupakan bentuk kejahatan perairan yang 

marak terjadi di Negara Kepulauan dengan perairan luas seperti Indonesia, 

yang mana apabila kejahatan ini terus terjadi maka akan memberikan 

dampak kerugian yang sangat besar bagi ekonomi dan kesejahteraan Negara 

Indonesia khususnya bagi para nelayan lokal di Indonesia. Ditambah dengan 

menjadi berkurangnya sumber daya perikanan dan kelautan yang dimiliki 

Indonesia serta terjadinya kerusakan ekosistem di laut 

Indonesia akibat dari praktek IUU Fishing.  

  Merespon hal tersebut, Indonesia melakukan beragam upaya untuk 

merealisasikan aksi pencegahan IUU Fishing di Indonesia dengan 

meratifikasi UNCLOS (United Nations Convention on The Law of the Sea) 

http://www.detik.com/
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sebagai rezim yang bertanggungjawab atas wilayah laut suatu negara, hal 

tersebut pun berlaku sebagai sumber hukum dalam penanganan praktik IUU 

Fishing di berbagai negara termasuk Indonesia. Alhasil dengan hasil 

ratifikasi UNCLOS, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai 

sumber legalitas Indonesia dalam merespon praktik IUU Fishing di 

Indonesia.  

  Terdapat beberapa tindakan yang telah dilakukan Indonesia dalam 

merespon hal tersebut seperti memberlakukan hukuman berupa pembakaran 

dan/atau penenggelaman kapal nelayan asing ilegal yang tertangkap 

melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia oleh Menteri 

Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada tahun 2014. Selain itu, 

Pemerintah Indonesia di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo 

merancang beberapa program baru maupun menjalankan kembali program 

lama dari Pemerintahan Presiden-Presiden sebelumnya guna menekan 

tingkat kejahatan illegal fishing di Indonesia. 

  Selain itu, terdapat pula berbagai upaya lainnya seperti adanya 

Review dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan, termasuk 

melaksanakan mandat International Plan of Action (IPOA), pada tahun 

2012 dimana Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan 

National Plan of Action (Rencana Aksi Nasional) Pemberantasan IUU 

Fishing 2012-2016; menerbitkan regulasi yang bertujuan mencegah dan 

memberantas praktek-praktek IUU Fishing, Mengimplementasikan 
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monitoring, control and surveillance (MCS) secara konsisten, dan 

sebagainya.  

  Adapun salah satu wilayah dengan praktik IUU Fishing terbanyak 

di Indonesia adalah wilayah perairan Natuna. Wilayah Perairan Natuna 

sendiri merupakan salah satu bagian terluar dari wilayah Indonesia yang 

berbatasan dengan wilayah perairan negara lain seperti Malaysia, Vietnam 

dan Singapura. Oleh karena berbatasan langsung dengan beberapa negara 

maka tidak dapat dipungkiri bahwa praktek IUU Fishing di wilayah tersebut 

cukup rentan terjadi.  

  Hal tersebut terlihat pada tahun 2016 dimana tercatat pada bulan 

Maret, Mei dan Juni terdapat tiga kapal nelayan Tiongkok yang tertangkap 

melakukan kegiatan Illegal Fishing di Laut Natuna Utara. Pada saat 

penangkapan kapal nelayan Tiongkok oleh aparat Indonesia diikuti oleh 

adanya intervensi dari kapal coast guard Tiongkok yang mencoba untuk 

menggagalkan penangkapan kapal nelayan (CNN Indonesia, 2016). 

  Selain itu, Kasus mengenai IUU Fishing yang masuk ke 

Kementerian dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami 

kenaikan. Pada tahun 2014 kasus IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia 

hanya tercatat sebanyak 5 kasus yang langsung ditangani dan sebnyak 38 

kasus masih dalam penanganan. Namun pada tahun 2016, jumlah kasus 

penangkapan ikan secara ilegal tercatat sebanyak 225 kasus yang sudah 

ditangani dan masih menyisakan 55 kasus yang belum terselesaikan. Dari 
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data hasil pemantauan Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik 

Indonesia diperkirakan terdapat 5000 kapal nelayan asing berkeliaran di 

perairan Indonesia dengan kapasitas 1.000 – 1.200 ton yang menguras 

potensi ikan Indonesia (Putri, 2020). 

  Selain UNCLOS, terdapat pula perjanjian internasional yang 

mendukung pelaksanaan dari UNCLOS yaitu untuk penanganan isu 

perikanan internasional yaitu Regional Fisheries Management 

Organizations (RFMOs). Regional Fisheries Management Organizations 

(RFMOs) sendiri merupakan organisasi regional pengelolaan perikanan 

yang dibentuk sebagai pelaksanaan UNCLOS 1982, UN Fish Stock 

Agreement 1995, FAO-CCRF dan atau konvensi/persetujuan bagi 

pembentukan RFMOs. RFMOs memiliki kewenangan dan tanggung jawab 

dalam mengatur konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan yang bersifat 

shared fish stocks pada perairan tertentu yang disepakati bersama yang 

dapat meliputi laut bebas (High Seas) maupun perairan ZEE negara-negara 

(Kementerian Kelautan dan Perikanan: Direktorat Pengelolaan Sumber 

Daya Ikan , 2022). 

  Sementara beberapa RFMO memiliki peran penasehat murni, 

sebagian besar memiliki kekuatan manajemen untuk menetapkan batas 

penangkapan dan upaya penangkapan, tindakan teknis, dan kewajiban 

pengendalian. Saat ini, RFMO mencakup sebagian besar lautan dunia. 

Mereka secara luas dapat dibagi menjadi RFMO yang berfokus hanya pada 
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pengelolaan stok ikan yang bermigrasi jauh, terutama tuna, ('tuna-RFMOs') 

dan RFMO yang mengelola stok ikan lain (yaitu pelagis atau demersal) di 

area yang lebih spesifik. (European Commision , 2022). 

  Adapun hal mengenai Illegal Fishing yang diatur dalam UNCLOS 

adalah pasal 73 UNCLOS 1982 (Muslimah, 2019). Dalam Pasal 73 ayat (1) 

UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan 

perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, maka negara pantai 

dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan 

terhadap kapal asing tersebut, sebagaimana diperlukan untuk menjamin 

ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan dalam UNCLOS 1982 (UNCLOS, 1982)  

  Adapun dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dalam Pasal 73 

ayat (1) UNCLOS 1982 tersebut negara pantai dilengkapi dengan ketentuan 

dalam Pasal 111 UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan kepada 

negara pantai untuk melakukan pengejaran seketika (hot pursuit) terhadap 

kapal perikanan asing yang berdasar bukti permulaan cukup bahwa kapal 

tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan negara pantai (UNCLOS, 1982).  

  Adapun dijelaskan pada Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 bahwa 

hukuman yang diberikan terhadap kapal perikanan asing tersebut tidaklah 

boleh mencakup hukuman pengurungan, jika belum ada perjanjian antara 

negara-negara yang bersangkutan. Kemudian kapal dan awak kapal yang 
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ditangkap tersebut harus segera dibebaskan (prompt release) setelah 

memberikan uang jaminan yang layak (reasonable bond) atau bentuk 

jaminan lainnya kepada negara pantai sesuai dengan Pasal 73 ayat (2) 

UNCLOS 1982 (UNCLOS, 1982).  

  Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal perikanan asing 

negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera kapal, 

melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai 

setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan oleh negara pantai terhadap 

kapal perikanan asing tersebut (Pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982) 

(UNCLOS, 1982). 

  Diratifikasinya UNCLOS 1982 oleh Indonesia pun tertuang 

kedalam undang-undang Indonesia yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 

1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Selain Undang-Undang tersebut, 

terdapat pula beberapa Undang-Undang yang dijadikan sebagai dasar 

hukum penindakan praktek IUU Fishing di Indonesia yaitu Undang-Undang 

No. 31 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 

2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang 

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Disemadi, 2020).  

Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis mengenai Dampak 

Penerapan Rezim Internasional UNCLOS Terhadap Penanganan IUU 

Fishing di Laut Natuna untuk menambah wawasan terkait Dampak 
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Penerapan Rezim Internasional UNCLOS Terhadap Penanganan IUU 

Fishing di Laut Natuna kedepannya.       

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah 

mengenai penerapan Rezim Internasional UNCLOS terhadap penanganan 

IUU Fishing di Laut Natuna pada masa kepemimpinan Joko Widodo tahun 

2016 – 2021. Maka adapun rumusan masalah yang diangkat penulis yaitu  

1. Bagaimana penerapan Penerapan Rezim Internasional UNCLOS 

Terhadap Penanganan IUU Fishing di Laut Natuna? 

2. Bagaimana dampak Penerapan Rezim Internasional UNCLOS Terhadap 

Penanganan IUU Fishing di Laut Natuna? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1. Tujuan Penulisan  

a. Untuk menganalisis Penerapan Rezim Internasional UNCLOS 

Terhadap Penanganan IUU Fishing di Laut Natuna  

b. Untuk menganalisis Dampak Penerapan Rezim Internasional 

UNCLOS Terhadap Penanganan IUU Fishing di Laut Natuna. 

2. Kegunaan Penulisan 

Adapun kegunaan penulisan yang diharapkan dari penulisan ini ialah: 

a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah 

pemahaman terkait Dampak Penerapan Rezim Internasional 

UNCLOS Terhadap Penanganan IUU Fishing di Laut Natuna. 
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b. Bagi Akademisi, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi 

informasi dan referensi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan 

Internasional yang membahas terkait Dampak Penerapan Rezim 

Internasional UNCLOS Terhadap Penanganan IUU Fishing di Laut 

Natuna. 

D. Kerangka Konseptual  

 Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis akan menggunakan 

Teori Efektivitas Rezim, dan Konsep Illegal Unregulated Unreported 

Fishing. 

 1. Teori Efektivitas Rezim  

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori efektivitas rezim 

dari Arild Underdal. Menurut Arild Underdal, suatu organisasi (rezim) 

dianggap efektif bilamana berhasil melakukan fungsinya atau 

memecahkan permasalahan yang dihadapi khususnya permasalahan 

yang memotivasi berdirinya organisasi tersebut (Halina, 2007). Selain 

itu, efektivitas suatu rezim internasional dapat dianalisis melalui variabel 

dependen dan variabel independen.  

 Dalam konsep efektivitas Rezim, Underdal melakukan pemilahan 

antara variabel dependen yaitu efektivitas rezim dan variabel independen 

yang terdiri dari dua hal yaitu tipe permasalahan dan kemampuan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut, Selain itu terdapat Intervening 

Variable yaitu sebuah variabel yang merupakan akibat dari variabel-
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variabel independen namun juga bagian dari variabel yang berpengaruh 

terhadap variabel dependen.   

Gambar 1 1 Skema Teori Efektivitas Rezim 

 

 Dalam variabel dependen terdapat lima komponen untuk 

menganalisa efektivitas rezim yang terdiri dari output, outcome, impact, 

behavioral change dan technical optimum yang ada dalam rezim. 

Adapun dalam Independent Variable terdapat Kerumitan Masalah dan 

kapasitas penyelesaian permasalahan, serta Intervening Variable terdapat 

Level of Collaborative (Miles, 2002).   

 Untuk memahami lebih terkait kendala mengenai efektivitas sebuah 

rezim internasional maka terlebih dahulu perlu diketahui pengertian dari 

rezim internasional itu sendiri. Menurut Stephen D. Krasner, rezim 

internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, 

aturan, proses pembuatan keputusan baik bersifat eksplisit maupun 

implisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor 
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dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan Internasional 

(Krasner, 1982). Selain itu, Krasner juga menyatakan bahwa rezim tidak 

hanya mempunyai implikasi terhadap norma-norma yang memfasilitasi 

terciptanya kerjasama semata, melainkan suatu bentuk kerjasama yang 

juga lebih dari sekedar kepentingan internal dalam jangka pendek. 

Kajian mengenai negosiasi yang dilakukan oleh Rezim 

internasional terdiri atas dua tesis besar, yang pertama penyelesaian 

perselisishan antar negara dengan cara menggunakan negosiasi yang 

bersifat kondisional. Adapun yang kedua menyelesaiakan perselisihan 

antar negara dengan menciptakan sebuah rezim internasional dengan cara 

menciptakan kesepakatan penyelesaian (Rendi Prayuda, 2019).  

Rezim internasional merupakan dasar fondasi pembentukan dari 

organisasi internasional sehingga tampak luarnya adalah organisasi 

padahal sebenarnya jika menilik dari status pembuatan organisasi 

internasional tentulah berdasarkan kesepakatan seperti piagam (Charter) 

ataupun pakta (Pact). Hal inilah yang disebut rezim internasional yang 

kemudian menjadi organisasi internasional. Sehingga pada intinya, yang 

menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi internasional yang 

terwujud dari rezim internasional dan bukan rezim internasional dalam 

kapasitas tunggal. Dalam tingkat institusi, rezim kemudian 

diimplementasikan ke dalam ruang lingkup organisasi-organisasi 

internasional yang mencakup isu, tujuan dan maksud dalam rezim 

tersebut (Hennida, 2015).  
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 Mengenai konsep efektivitas rezim ini, penulis akan 

menggunakannya dalam menganalisis dan mengidentifikasi objek yang 

mempengaruhi efektivitas rezim dapat terealisasikan di suatu negara 

serta cara penerapan dan nilai-nilai UNCLOS dalam mengatasi praktik 

IUU fishing serta implementasinya di Indonesia selama periode 

kepemimpinan Joko Widodo. Dalam hal ini efektivitas rezim yang 

dimaksud adalah efektivitas dari rezim UNCLOS dalam penanganan 

praktik IUU Fishing di Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang telah 

diterapkan.  

 2. Konsep atau Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing 

 

 IUU Fishing merupakan tindakan penangkapan ikan tanpa lisensi, 

memancing di area tertutup, memancing dengan alat yang dilarang, 

memancing melebihi kuota, atau memancing di daerah terlarang. IUU 

Fishing adalah istilah yang ditemukan oleh FAO (Food and Agricultural 

Organization) pada tahun 1997 yang merujuk pada aktivitas 

penangkapan ikan yang tidak konsisten atau bertentangan dengan 

manajemen atau tindakan konservasi yang berlaku untuk perikanan 

tertentu (Barnes, 2004). 

 Adapun upaya yang dilakukan dalam penanggulangan IUU Fishing 

di Indonesia adalah sebagai berikut. 

a) Meratifikasi peraturan internasional; 

b) Penyesuaian dengan legislasi atau perundang-undangan nasional; 
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c) Merekrut pengawas perikanan; 

d) Berperan aktif dalam RFMO dan organisasi perikanan internasional 

lainnya; 

e) Berperan aktif dalam RPOA-IUU; 

f) Mengimplementasikan MCS melalui VMS, observer, log book, dan 

pemeriksaan pelabuhan; 

g) Membentuk dan mengembangkan kapasitas UPT Pengawasan SDKP 

di daerah; 

h) Menyediakan infrastruktur (Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia, 2012). 

  Dalam konsep ini, penulis menggunakannya untuk mengidentifikasi 

dan menganalisis mengenai praktek IUU Fishing dan upaya Indonesia 

dalam megaplikasikan hasil dari penerapan rezim internasional UNCLOS 

dalam kebijakan nasional Indonesia.  

E.   Metode Penelitian  

1.  Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif. Penulis 

memilih metode kualitatif karena penulis ingin menggambarkan atau 

mendeskripsikan tentang Efektivitas Hukum Illegal Fishing UNCLOS 

terhadap perkembangan IUU Fishing di Indonesia. Metode ini digunakan 

karena sesuai dengan kebutuhan penelitian, dimana penulis ingin 
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mendeskripsikan secara keseluruhan data yang didapatkan. Metode 

penelitian kualitatif juga memusatkan penelitian secara intensif kepada 

suatu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai sebuah kasus. 

2.  Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui metode 

Library Research. Dimana data-data yang dibutuhkan dalam penelitian 

didapat melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, 

surat kabar, maupun dari media elektronik seperti internet.   

3.  Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis 

kualitatif. Teknik ini menganalisis permasalahan yang digambarkan 

berdasarkan pada fakta yang terjadi. Setelah itu, fakta tersebut dikaitkan 

dengan fakta yang lain sehingga mendapatkan tujuan yang diinginkan.  

4.  Metode Penulisan  

Metode penulisan yang digunakan adalah deduktif. Dimana dalam 

penelitian ini penulis memaparkan secara umum kemudian diakhiri dengan 

penarikan kesimpulan yang lebih spesifik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

a. Teori Efektivitas Rezim 

 Sebagaimana diketahui bahwa rezim internasional menurut Kranser 

adalah sebuah perangkat sosial yang bersifat implisit atau eksplisit dalam 

isu yang spesifik berlandaskan prinsip, norma, aturan, dan prosedur 

pengambilan keputusan yang dibuat untuk mengatur tindakan anggotanya 

sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan (Krasner, 1982). 

 Selain itu, Krasner juga mendefiniskan rezim internasional sebagai 

satu set prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan yang 

eksplisit maupun implisit, di mana ekspektasi aktor bertemu di bidang 

hubungan internasional tertentu. Dimana prinsip adalah keyakinan akan 

fakta, sebab-akibat, dan kejujuran; Norma adalah standar perilaku yang 

didefinisikan dalam persyaratan hak dan kewajiban; Aturan adalah 

rekomendasi spesifik atau larangan akan suatu tindakan dan Prosedur 

pengambilan keputusan adalah tindakan yang berlaku untuk membuat dan 

menerapkan pilihan kolektif (Sari, 2021).  

 Dalam mengimplementasikan suatu rezim, seringkali didapati 

kesulitan dan hambatan yang dialami sehingga kerap terdapat implementasi 

rezim dapat berjalan dengan baik atau efektif dalam mengimplementasikan 

nilainya namun terdapat pula rezim yang tidak berjalan dengan baik atau 

tidak efektif. Dalam teori efektifitas rezim, rezim dinilai efektif jika berhasil 

melakukan fungsi tertentu atau memecahkan masalah yang memotivasi 
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pembentukan rezim tersebut (Miles, 2002). Oleh karena itu, tingkat 

keberhasilan dari implementasi rezim cukup bervariasi dan menurut 

Underdal bahwa terdapat dua penyebab dominan untuk mengukur 

keefektifan sebuah rezim yaitu:  

1. Karakter dari masalah yang dihadapi; dalam hal ini, tingkat kerumitan 

suatu masalah perlu diidentifikasi apakah termasuk kedalam masalah yang 

mudah ditangani atau sulit untuk diselesaikan. 

2. Kemampuan untuk menyelasaikan permasalahan; dalam hal ini, 

instrumen operasional dalam penyelesaian masalah perlu diidentifikasi 

seperti pembagian kekuasaan hingga ketersediaan sumber daya manusia. 

 Selain itu, rezim dinilai efektif atau tidak berdasarkan dua hal yaitu 

yang pertama adalah perubahan perilaku dimana rezim dinilai apakah dapat 

merubah perilaku anggota rezim yang dituju sesuai tujuan dan aturan rezim 

atau tidak. Jika sesuai artinya rezim dapat semakin efektif, jika tidak rezim 

semakin tidak efektif. Kemudian yang kedua adalah functional optimum 

yang berarti bahwa adanya perubahan keadaan sesuai atau tidak sesuai 

dengan tujuan rezim.  

 Dalam hal ini jika keadaan yang terjadi sesuai dengan tujuan rezim 

makan rezim dianggap efektif, namun sebaliknya, jika keadaan yang terjadi 

tidak sesuai dengan tujuan rezim maka rezim tidak efektif. Secara garis 

besar, dalam teori efektivitas rezim oleh Arild Underdal dibagi menjadi tiga 

konsep yaitu variabel dependen yang disebut the concept of regime 

effectiveness, kemudian variabel independen yang disebut determinan 
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efektivitas rezim lalu konsep yang ketiga yaitu variabel intervening. Dari 

tiga konsep diatas dengan masing-masing variabel dan indikator serta 

parameternya, maka dapat digambar melalui skema sebagai berikut: 

 

 Sebagaimana gambar diatas, terdapat skema yang dapat digunakan 

dalam mengukur keefektifan sebuah rezim menurut Underdal dimana 

terlihat “Problem Malignancy” memberikan kontribusi yang negatif bagi 

“efektivitas rezim”, sedangkan variabel lainnya yaitu “Problem Solving 

Capacity” berkontribusi postif bagi rezim itu sendiri sehingga berdampak 

pada efektivitas sebuah rezim. Selain itu variabel intervening merupakan 

variabel ekstra yang dipengaruhi oleh variabel dependen dan indeependen 

dan variabel ini dapat berkontribusi positif terhadap efektivitas rezim 

walaupun tidak memiliki efek yang besar karena konsep yang dominan 

dalam teori efektivitas rezim Underdal adalah problem malignancy dan 

problem solbing capacity (Miles, 2002). Dari tiga konsep diatas dengan 
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masing-masing variabel dan indikator serta parameternya berikut 

penjelasan konsep-konsep tersebut 

1. Variabel Dependen 

 Dalam bukunya, Underdal menjelaskan ada dua hal dalam 

mengukur efektivitas dari suatu rezim. Pertama; berusaha 

menjelaskan apa objek yang ingin (rezim internasional) dan 

kaitannya dengan anggota rezim yang ingin diteliti melalui tiga 

variabel pertama yaitu output, outcome dan impact (Miles, 2002). 

Kemudian yang kedua adalah kelanjutan dari tahap pertama 

dimana objek yang telah dijelaskan melalui tiga variabel pertama 

sebelumnya dievaluasi sesuai standar yang digunakan dalam rezim 

tersebut melalui variabel behavioral change dan technical 

optimum.  

 Dari pemahaman tersebut, dalam konsep ini memiliki lima 

variabel yaitu output, outcome, impact, behavioral change dan 

technical optinum. Output, outcome dan impact berfungsi sebagai 

objek dalam menilai efektivitas rezim dengan memiliki alur yang 

dimulai dari output hingga timbulnya impact. Sementara untuk 

behavioral change dan technical optinum menjadi variabel yang 

menjelaskan akibat dari adanya rezim untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ingin diselesaikan. Berikut penjelasan variabel 

tersebut. 
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 a. Output 

  Dalam variabel output atau pembentukan rezim, 

secara pembagian waktu, output dibagi menjadi tiga 

indikator yaitu proses pembuatan rezim internasional (yang 

dimaknai sebagai latar belakang atau sejarah peembentukan 

rezim internasional tersebut); Kedua, keluaran formal atau 

output yang dihasilkan berupa aturan, program, dan 

pengorganisasian yang ditetapkan oleh anggota untuk 

mengoperasionalkan ketentuan dalam rezim misalnya 

konvensi, rules of law, treaty, deklarasi, bisa juga norma, 

prinsip-prinsip dan lain-lain sehingga hal-hal yang semula 

hanya berbentuk kesepakatan bisa diwujudkan (Miles, 2002). 

 b. Outcome 

  Outcome atau yang dimaknai sebagai implementasi 

rezim merupakan masa dimana implementasi rezim 

internasional telah diformasi. Dalam variabel ini, outcome 

ditandai dengan adanya perubahan perilaku dari target rezim 

(Miles, 2002). Dalam hal ini, upaya domestik negara mulai 

terlaksana untuk melakukan perubahan yang lebih masif agar 

tujuan dari rezim internasional dapat tercapai.  

 c. Impact  

  Dalam variabel ini, variabel impact berusaha 

menjelaskan dampak dari pengaplikasian rezim dari anggota 
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yang ikut terlibat dalam rezim tersebut (Miles, 2002). 

Dimana objek (negara) mulai memperlihatkan perubahan 

atau kebiasaan pada negara apakah mengikuti atau tidak 

mengikuti rezim internasional yang diikuti. Oleh karena itu, 

adanya respon atau akibat yang dihasilkan dari implementasi 

rezim dengan tujuan tersebut dan sejauh mana rezim dapat 

berdampak terhadap permasalahan yang ingin diselesaikan 

menjadi karakterisitk dalam tahap ini.  

 d. Behavioral Change  

  Dalam variabel Behavioral Change, variabel ini 

berusaha menjelaskan adanya perubahan perilaku dari 

negara-negara anggota dari rezim internasional yang diikuti 

dan diratifikasi serta menuntut penilaian perubahan dari 

variabel outcome sebelumnya yang kemudian dinilai 

berdasarkan standar-standar dalam rezim yang berlaku 

(Miles, 2002). Dapat disimpulkan bahwa tahap ini berusaha 

untuk menilai apakah negara yang bersangkutan patuh atau 

tidak dengan peraturan dan ketentuan rezim. Jika patuh berati 

ada perubahan positif dalam sebuah rezim yang berdampak 

dan rezim dapat dianggap efektif. Namun sebaliknya, apabila 

negara tidak patuh maka negara melakukan perubahan 

negatif atau rezim dianggap tidak efektif.  

 e. Technical Optimum  
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  Pada variabel ini, technical optimum berusaha 

menjelaskan kondisi negara-negara yang turut berpartisipasi 

dalam rezim internasional terhadap pencapaian yang 

diharapkan oleh rezim internasional atau disebut collective 

optimum yaitu kondisi dimana seluruh regulasi dan aturan 

dijalankan dengan optimal (Miles, 2002).  

2. Variabel Independen: Determinan Efektivitas Rezim  

 a.  Problems Malignancy  

  Dalam variabel ini berusaha menjelaskan susahnya 

permasalahan yang dihadapi yang dalam sebuah rezim 

internasional. Untuk mengetahui problems malignancy ini 

dilihat melaui tiga parameter yaitu incongruity, asymmetry 

dan cumulative cleavages dimana incongruity dipahami 

sebagai adanya perbedaan penilaian anggota rezim terhadap 

suatu isu yang dianggap sebagai masalahal. Dalam 

incongruity berusaha menjelaskan bahwa akan ada 

perbedaan penilaian dari anggota sebuah rezim dalam 

memang suatu permasalahn sesuai dengan pemahaman 

masing-masing anggota terhadap permasalahan tersebut. 

  Kemudian parameter kedua adalah asymmetry 

dipahami sebagai permasalahan yang dimana anggota-

anggota memiliki kepentingan yang bertolak belakang satu 

sama lain sehingga memandang pentingnya suatu 
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permasalahan serta penyelesaian yang harus dilakukan untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut (Miles, 2002). 

  Kemudian parameter yang ketiga adalah cumulative 

cleavages yaItu akumulasi dari perbedaan-perbedaan antar 

aktor yang mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam 

rezim dan ditandai dengan terbentuknya kubu-kubu (Miles, 

2002). Dalam situasi ini kepentingan antar aktor yang 

berselih tidak overlapping sehingga negosiasi sulit 

dilakukan. Masalah yang susah untuk diselesaikan karena 

kekompleksan yang ada membuat semakin buruknya situasi 

untuk melakukan kerjasama karena semakin rendah 

kapabilitas dan usaha yang dibutuhkan untuk mencapai 

solusi ideal bagi semua aktor (Miles, 2002). 

 b.  Problems Solving Capacity  

  Pada bagian Problems Solving Capacity, variabel ini 

menjelaskan bahwa beberapa masalah dapat dipecahkan 

secara lebih efektif daripada yang lain karena rezim ditangani 

oleh institusi yang lebih kuat atau sistem yang kuat atau 

karena rezim dibantu dengan keterampilan atau energi yang 

lebih besar. Dimana efektivitas dari penyelesaian sebuah 

permasalahan dilihat berdasarkan power serta skill yang 

dimiliki oleh sebuah rezim. Adapun terdapat tiga indikator 
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dalam variabel ini yakni Institutional Setting, Distribution of 

Power dan Skill & Energy. 
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  1.  Institutional Setting  

  Institutional setting dimaknai sebagai hak 

dan aturan dalam praktek-praktek sosial, memberikan 

peran dan memberi panduan interaksi antar anggota 

rezim. Pada indikator ini terdapat dua pengertian 

institutional setting yakni institusi sebagai arena serta 

sebagai aktor jika dilihat secara fungsinya. Pertama, 

institusi sebagai arena dimana institusi sebagai 

lembaga formal cenderung untuk memfasilitasi 

kerjasama dan meningkatkan efektivitas rezim 

dengan mendorong aktor untuk mengadopsi norma-

norma yang disebarluaskan. 

  Melihat indikator institutional setting sebagai 

arena dapat dilihat melalui satu paramater yaitu 

decision rule for subtantive decisions, dimana hal 

tersebut mengacu pada bagaimana peraturan 

keputusan formal untuk melahirkan sebuah 

keputusan substantif dalam sebuah rezim dapat 

diputuskan, apakah melalui mekanisme konsensus 

atau kebulatan suara, atau keputusan mayoritas 

dengan hak reservasi atau tidak (Miles, 2002). 
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  Hal ini berpengaruh terhadap efektivitas 

rezim karena jika dalam suatu rezim menggunakan 

mekanisme konsesus akan menyebabkan semakin 

tidak efektifnya rezim dikarenakan hal tersebut 

membuat rezim sulit dalam mengeluarkan keputusan 

mengingat dalam rezim banyak kepentingan aktor 

yang berbeda menyebabkan kebulatan suara susah 

untuk didapatkan. Hal ini kemudian berdampak rezim 

akan lebih lamban merespon suatu permasalahan 

yang terjadi (Miles, 2002).  

  Sementara institutional setting sebagai aktor 

dimana institusi mampu mengatasi permasalahan 

berdasarkan kapasitasnya sebagai aktor yang 

didasarkan atas adanya minimal hubungan internal, 

otonomi, sumber daya serta kegiatan eksternal.  

  Dalam indikator ini juga terdapat dua 

paramater yaitu yang pertama role of secretariat. 

Sekretariat memiliki peranan penting dalam 

membantu aktor dalam suatu rezim untuk dapat 

bekerjasama dan juga memecahkan permasalahan 

yang ada dengan lebih efektif mengingat aktor 

memiliki kepentingan dan preferensi yang berbeda.  
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  Tujuan dari indikator ini berusaha untuk 

menjelaskan sejauh mana peran dari sektretariat 

rezim internasional. Namun sebelum menentukan 

peran dari sekretariat, Underdal menjelaskan bahwa 

ada juga rezim yang tidak memiliki sekretariat. Jika 

ada sekretariat apakah peran dari sekretariat rezi 

hanya sebatas fungsi perkantoran dan pencatatan, 

atau sampai fungsi pemantauan anggota hingga 

fungsi politis yang mana dimaknai memiliki fungsi 

sebagai mediator yang memberikan masukan politis 

atau mungkin tidak ada sekretariat sama sekali 

(Miles, 2002).  

  Peran dari sekretariat dianggap penting 

karena memiliki fungsi pemantauan, administrasi, 

politis hingga finansial yang akan membuat suatu 

rezim tersebut lebih efektif. Namun jika rezim tidak 

memiliki sekretariat membuat rezim tersebut lebih 

tidak efektif karena rezim tidak memiliki fungsi 

administrasi, politis hingga finansial secara 

terstruktur dan terintegrasi.  

  Ada atau tidaknya sekretariat dalam sebuah 

rezim memberikan dampak terhadap keefektifan 

sebuah rezim. Jika dalam sebuah rezim internasional 
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terdapat rezim dan perannya sangat aktif dan 

signifikan tentu akan membuat rezim tersebut 

semakin efektif, namun apabila perannya tidak 

signifikan akan memberikan dampak negatif terhadap 

efektivitas rezim, apalagi jika tidak ada sekretariat 

akan menghilangkan fungsi pemantauan, 

administratif, politis hingga finansial yang dimiliki 

sekretariat membuat rezim semakin mahal (Miles, 

2002).  

  Kemudian parameter yang kedua adalah role 

of conference and committee chairs. Dimana 

pemimpin konferensi dan komite dalam rezim 

memiliki peran menjadi pemimpin sistem formal 

yang memiliki otoritas sebagaimana yang telah diatur 

dalam suatu sistem yang diperuntukkan dalam rangka 

menegakkan efektivitas rezim internasional. 

Parameter ini bertujuan untuk melihat sejauh mana 

peran dari pemimpin konferensi dan komite disebuah 

rezim apakah pemimpin konferensi dan komite hanya 

menjalankan fungsi untuk mengatur jalannya 

pertemuan atau acara tanpa memiliki peranan untuk 

memberikan masukan politik atau peranannya sampai 

mediator yang juga dapat memberikan ide dan solusi. 
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  2.  Distribution of Power  

  Dalam indikator distribution of power, dapat 

dimaknai bahwa dalam sebuah rezim internasional 

sarat akan permasalahan. Dimana semakin kompleks 

sebuah permasalahan, semakin besar pula peran 

kepemimpinan dalam sebuah rezim sehingga 

menandakan bahwa semakin penting pula sumber 

informal dari sebuah kepemimpinan dalam hal ini 

adalah power atau kekuasaan (Miles, 2002).  

  Power atau kekuasaan dipahami sebagai 

kontrol atas kejadian penting baik terhadap dirinya 

sendiri maupun terhadap aktor lain. Indikator ini 

berusaha menjelaskan bahwa distribution of power 

atau distribusi kekuasaan memiliki tiga bentuk yaitu 

unipolar, bipolar dan multipolar. Sebuah unipolar 

distribution of power adalah keadaan dimana satu 

aktor memiliki kekuasaan untuk mengontrol keadaan 

dan mempengaruhi aktor lainnya agar sesuai dengan 

kepentingan yang ingin dicapai (Miles, 2002).  

  Sementara bipolar distribution of power 

adalah keadaan dimana terdapat dua aktor utama yang 

memiliki kekuasaan untuk mengontrol keadaan dan 

mempengaruhi aktor lain dalam sebuah rezim. 
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Sedangkan multipolar distribution of power 

menandakan bahwa terdapat lebih dari dua aktor 

dalam sebuah rezim yang memiliki kekuasaan untuk 

mengontrol keadaan dan mempengaruhi aktor 

lainnya sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai 

(Miles, 2002). 

  Dalam memahami pemahaman distribution 

of power, Underdal menjelaskan bahwa jika dalam 

sebuah rezim, distribusi kekuasaan yang terjadi 

adalah unipolar yang dimana akan memberikan 

dampak positif terhadap kefektifan sebuah rezim 

karena disebabkan hanya ada satu aktor kuat yang 

berkuasa atau yang disebut hegemon, dimana 

keneradaannya dapat mempercepat diambilnya 

sebuah keputusan terhadap suatu masalah serta 

menambah kemungkinan terciptanya collective 

decision.  

  Berbanding terbalik jika dalam suatu rezim, 

distribusi kekuasaan yang terjadi adalah bipolar 

apalagi multipolar dimana tentunya akan 

memberikan dampak negatif terhadap keefektifan 

sebuah rezim atau dapat berkontribusi terhadap 

ketidakefektifan sebuah rezim sebab hanya dapat 
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mempersulit terciptanya collective decision (Miles, 

2002).  

  Kategori kekuatan dapat dibedakan menjadi 

tiga kategori yaitu (1) pushers yakni anggota-anggota 

yang mengadvokasikan tindakan pengaturan yang 

kuat agar rezim tetap efektif, (2) intermediaries yakni 

anggota-anggota yang berada diantara pushers dan 

laggards, (3) laggards yakni anggota-angota yang 

mengadvokasikan tindakan pengaturan rezim yang 

lemah yang membuat rezim tidak efektif (Afryan, 

2018).  

  Menurut Underdal jika kekuasaan condong 

ke arah laggards maka akan membuat rezim lebih 

tidak efektif karena akan membuat rezim semakin 

lemah dalam hal penegakan peraturan sesuai dengan 

yang dianut dalam rezim. Begitu sebaliknya jika 

kencondongan kekuasaan ke arah pushers maka akan 

membuat rezim semakin efektif karena berarti 

terjadinya penegakan perarturan sesuai aturan rezim 

namun pembagiaan kekuataan ini juga tidak menutup 

kemungkinan adanya keseimbangan terhadap negara 

laggards dan pushers. 
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  3. Skill and Energy  

  Dalam indikator skill and energy, keberadaan 

skill and energy memiliki arti penting dimana skill 

and energy dapat dialokasikan kepada sebuah 

kepemimpinan instrumental yang lebih informal 

karena kepemimpinan yang formal sudah dijelaskan 

di indikator institutional setting. Kepemimpinan 

instrumental bersumber melalui jaringan 

transnasional yang juga disebut komunitas epistemik 

yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan 

efetivitas rezim dengan memperkuat basis dari 

pengetahuan konsensus yang dirancang serta 

dioperasikan oleh rezim tersebut (Afryan, 2018).  

  Dalam indikator ini terdapat satu paramater 

yaitu instrumental leadership: epistemic 

communities.  

  Dalam teori Underdal, epistemic communities 

atau komunitas epistemik adalah jaringan 

professional informal dengan keahlian dan 

kompetensi dalam suatu bidang dan memiliki 

pengetahuan untuk terkait kebijakan dalam suatu 

bidang atau isu tersebut. Parameter ini berusaha 
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menjelaskan bahwa komunitas epistemik 

berkontribusi pada menguatkan efektivitas rezim 

melalui basis pengetahuan yang dimiliki namun jika 

komunitas epistemik tidak terintegrasi secara 

mendalam ke permasalahan di tingkat nasional baik 

pemerintah maupun administrasi serta tidak berperan 

aktif atau berpengaruh dalam proses penyelesaian 

masalah membuat rezim tidak efektif (Miles, 2002). 

  Selain itu, menurut Underdal pun menilai 

bahwa instrumental leadership adalah tersedianya 

entrepreneurial leadership oleh delegates atau 

delegations. Dalam hal ini entrepreneurial leadership 

dipahami sebagai upaya diplomasi yang dilakukan 

dalam tahapan negosiasi yang terfokus pada peran 

sebagai political engineering of effective solutions 

atau rekayasa politik solusi efektif yang meliputi tiga 

hal yaitu membuat solusi substantif yang layak secara 

politis artinya berkaitan dengan institutional setting, 

preferensi aktor rezim serta distribusi kekuasaan 

(Miles, 2002).  

  Kemudian kedua adalah merancang 

pengaturan kelembagaan yang kondusif bagi 

pengembangan, adopsi, dan implementasi solusi 
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efektif serta ketiga adalah strategi aktor yang dapat 

efektif dalam mendorong kerjasama antar pihak 

terkait.  

  Tujuan dari penjelasan diatas dengan ada atau 

tidaknya instrumental leadership ini berpengaruh 

terhadap keefektifan sebuah rezim, jika ada maka 

akan berdampak positif terhadap efektifnya rezim, 

jika tidak ada instrumental leadership makan akan 

berdampak negatif terhadap efektifnya rezim. 

Pentingnya instrumental leadership cenderung 

meningkat ketika sebuah masalah itu semakin ganas. 

Sehingga adanya instrumental leadership penting 

untuk membuat rezim semakin efektif (Miles, 2002).   

3.  Variabel Intervening: Level of collaboration  

  Selain variabel dependen dan independen sebelumnya, 

terdapat sebuah konsep level of collaboration sebagai sebuah 

variable intervening. Konsep ini berusaha menjelaskan apakah 

kerjasama dapat membuat rezim secara substantif lebih baik. 

Kedudukan level of collaboration sebagai variabel intervening 

secara spesifik menjelaskan bahwa konsep ini dipengaruhi oleh 

problem malignancy dan problem solving capacity namun disisi lain 

dapat memiliki membuat kontribusi yang positif untuk 

meningkatkan efektivitas sebuah rezim (Afryan, 2018).  
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  Namun keberadaan level of collaboration sebagai variabel 

intervening menjadikannya menjadi tidak determinan dalam 

efektivitas rezim internasional karena pada dasarnya ia merupakan 

variabel intervening dimana ia berpotensi dalam mempengaruhi 

efektivitas rezim tidak seperti problem malignancy dan problem 

solving capacity karena kedua variabel adalah variabel independen 

atau variabel penyebab. Menurut Underdal, variabel Level of 

collaboration terbagi menjadi enam tingkatan yakni:  

1. Gagasan bersama namun tanpa adanya tindakan. (Gagasan 

Bersama)  

2. Koordinasi tindakan secara diam-diam. (Koordinasi tindakan)  

3. Koordinasi tindakan dengan berdasar aturan atau standar yang 

telah ditentukan secara ekplisit, namun implementasi masih berada 

sepenuhnya di tangan pemerintah masing-masing negara. Tidak ada 

penilaian terpusat akan efektivitas dari sebuah tindakan. (Rumusan 

aturan secara eksplisit)  

4. Koordinasi tindakan dengan berdasar aturan atau standar yang 

telah ditentukan secara ekplisit, namun implementasi masih berada 

sepenuhnya di tangan pemerintah masing-masing negara. Terdapat 

penilaian terpusat akan efektivitas dari sebuah tindakan. (Penilaian 

secara terpusat)  
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5. Koordinasi yang terencana, dikombinasikan dengan implementasi 

pada level nasional. Didalamnya terdapat penilaian terpusat akan 

efektivitas sebuah tindakan. (Implementasi pada tingkat nasional)  

6. Koordinasi dengan perencanaan dan implementasi secara 

menyeluruh yang terintegrasi, dengan penilaian terpusat akan 

efektivitas sebuah tindakan. (Koordinasi terencana dan integrasi 

antara perencanaan dan implementasi) (Afryan, 2018).  

B. Konsep Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing 

 Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan 

oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik 

penangkapan bertanggung jawab. Illegal Fishing termasuk kegiatan 

malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan 

kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan Illegal Fishing umumnya bersifat 

merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Tindakan ini semata-mata 

hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, 

akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan.  

 Salah satu organisasi internasional yang mengatur isu ini adalah 

Food and Agriculture Organization (FAO) dimana FAO telah 

memformulasikan tindakan Illegal Fishing ke dalam ketentuan-ketentuan 

Code of Conduct for Responsible Fisheries (Code of Conduct). Menurut 

International Plan of Action (IPOA), pengertian Illegal, Unreported, 

Unregulated (IUU) Fishing terbagi dalam beberapa kategori, yaitu: 
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(i) Kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi 

yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan 

dengan hukum dan peraturan perundang-undangan; 

(ii) Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan 

bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan 

perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara-cara yang 

bertentangan dengan pengaturan perihal pengelolaan dan konservasi 

sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan 

tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun 

bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan; 

(iii) Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau 

kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negara-negara anggota 

organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut 

(Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016). 

 Adapun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Halimatul 

Maryani dan Adawiyah Nasution, dengan judul “Rekonsepsi Model 

Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif 

Hukum Internasional)”, terdapat hukum internasional yang mengatur 

tentang illegal fishing (IUU Fishing), antara lain adalah (Nasution, 2019):  

1. Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982  

 Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang telah 

diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United 

Nations Convention on the Law of the Sea 1982, memberikan Indonesia hak 



37 
 

berdaulat (sovereign rights) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan 

pengolahan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) Indonesia, 

dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar 

internasional yang berlaku.  

2. Foot and Agreeculture Organication Compliance Agreement 1993  

 Pada sekitar pertengahan tahun 1970-an proporsi penurunan dan 

ekploitasi ikan secara berlebihan (overfishing) dari sepuluh persen sudah 

meningkat menjadi dua puluh lima persen, dan illegal fishing sebagai bagian 

illegal unreported and unregulated (IUU Fishing) merupakan penyumbang 

signifikan dalam masalah penurunan persedian ikan.  

3. United Nations Implementing Agreement 1995  

 UNIA 1995 berisi tentang ketentuan, standar pengelolaan dan 

konservasi jenis-jenis ikan beruaya jauh dan jenis-jenis ikan beruaya 

terbatas, yang telah diratifikasi oleh sekitar 75 (tujuh puluh lima) negara. 

UNIA 1995 ini berlaku efektif sejak 11 Desember 2001, yang memberikan 

manfaat bagi Indonesia berupa hak dan kesempatan memanfaatkan potensi 

perikanan yang ada di laut lepas, dan memperkuat posisi Indonesia pada 

forum organisasi pengelolaan perikanan regional serta mendapatkan kuota 

secara internasional terhadap distribusi tangkapan untuk jenis ikan lainnya.  

4. Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) 1995  

 Merupakan salah satu kesepakatan dalam konferensi Committee on 

Ficheries (COFI) ke-28 FAO di Roma Italia pada tanggal 31 Oktober 1995 

yang tercantum dalam resolusi Nomor: 4/1995 dan secara resmi mengadopsi 
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dokumen Code of Conduct for Responsible Ficheries. Kesepakatan inilah 

yang menjadi azas dan standar internasional mengenai pola perilaku bagi 

praktek yang bertanggung jawab dalam pengusahaan sumber daya 

perikanan dengan tujuan untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, 

pengolahan dan pengembangan efektif sumber daya hayati yang berkenaan 

dengan pelaksanaan ekosistem dan kekayaan hayati.  

5. International Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination Illegal, 

Unreforted and Unregulated Fishing 2001 (IPOA on IUU Fishing 2001)  

 Merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat sukarela 

(voluntary instrument) dan mengatur secara terminologi illegal fishing dari 

pengertian (IPOA) illegal, unreforted, unregulated (IUU) Fishing. 

Fenomena IUU Fishing pun kerap terjadi di Indonesia, dimana Perairan laut 

Indonesia yang kaya akan sumber daya ikan dan biota laut, energi, wisata 

alam dan kekayaan lainnya menarik perhatian pihak asing untuk melakuka 

praktek IUU Fishing di perairan Indonesia.  

 Berdasarkan hasil penelitian Abdul Qodir Jaelani & Udiyo Basuki, 

“Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan 

Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia,” 

Faktor-faktor yang menyebab-kan terjadinya illegal fishing antara lain 

sebagai berikut (Basuki, 2014).  

1. Tingkat konsumsi ikan global yang semakin meningkat;  

2. Sumber daya ikan di negara lain semakin berkurang;  

3. Armada Perikanan Nasional Indonesia yang masih lemah; 
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4. Keterlibatan oknum Aparat Penegak Hukum (APH);  

5. Lemahnya pengawasan Aparat di laut Indonesia;  

6. Lemahnya penegakan hukum di laut Indonesia. 

 Selain itu, dampak kerugian yang diakibatkan oleh illegal fishing 

bagi Indonesia antara lain (Wuryasti, 2020):  

1. Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia  

 Praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah 

(misreported), laporan ikannya di bawah standar (underreported), dan 

praktek perikanan yang tidak diatur (unregulated) akan menimbulkan 

permasalahan krusial bagi kelestarian ikan Indonesia, yaitu masalah akurasi 

data tentang stok ikan yang tersedia. Apabila data stok ikan tidak akurat, 

maka dapat dipastikan bahwa pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan 

hal ini tentunya akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global.  

2. Merugikan Ekonomi Negara  

 Secara nasional negara adalah pihak yang dirugikan langsung oleh 

adanya kejahatan illegal fishing ini. Menurut data Badan Riset, Sumber 

Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) KKP, bahwa 

kerugian negara mencapai rata-rata 4 - 7 juta ton komoditas perikanan per 

tahun. Dari jumlah tersebut, diperkirakan nilai kerugian secara ekonomi 

mencapai USD 8,3 juta atau sekitar Rp116,2 miliar setiap tahunnya 

(Ambari, 2020).  
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3. Kerusakan Lingkungan  

 Praktek pelaku illegal fishing tentu saja tidak bertanggung jawab, 

mereka tidak segan-segan menggunakan alat penangkapan ikan yang dapat 

merusak lingkungan laut, seperti penangkapan ikan dengan menggunakan 

bom ikan, penggunaan racun sianida, pembiusan dan penggunaan alat 

tangkap ikan tidak ramah lingkungan lainnya seperti trawl (pukat harimau) 

dan pursein nets. Mereka tidak menyadari bahwa penangkapan ikan dengan 

cara tersebut akan merusak habitat laut sebagai tempat ikan-ikan hidup dan 

melakukan reproduksi.  

4. Illegal Fishing Melanggar Kedaulatan Indonesia  

 Mayoritas kasus illegal fishing di Indonesia, melakukan pelanggaran 

kedaulatan negara Indonesia. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh semua 

pelaku illegal fishing dari negara-negara tersebut diatas. Nelayan asing itu 

telah melanggar batas teritorial kedaulatan Indonesia tanpa izin, memasuki 

wilayah perairan Indonesia dan merampok sumber daya perikanan 

Indonesia. Lebih jelasnya berbagai tindak pidana di bidang perairan tersebut 

adalah (a) pelanggaran wilayah; (b) pencurian ikan; dan (c) transnational 

crime lainnya.  


